ABSTRAK

Siti Maesuroh MHS, Implementasi Sema No. 3 Tahun 2018 Terhadap Pembagian
Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor
956/Pdt.G/2019/Pa.Sel

Studi ini dilatar belakangi atas terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang
mengatur bahwa harta yang kedudukannya sedang berada sebagai jaminan utang,
atau harta yang belum sempurna kepemilikannya, seharusnya tidak dapat
ditetapkan sebagai obyek sengketa pembagian harta bersama. Hal ini berbeda
dengan Putusan hakim di Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor
956/Pdt.G/2019/PA.Sel. Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan bahwa
objek sengketa yang statusnya masih menjadi agunan dinyatakan dikabulkan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis dasar hukum,
pertimbangan dan penafsiran hukum majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa
harta bersama berstatus agunan dalam perkara nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel; (2)
untuk menganalisis implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 terhadap pembagian
harta bersama berstatus agunan dalam nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel; dan (3)
untuk menganalisis dampak hukum putusan hakim terhadap pembagian harta
bersama berstatus agunan dalam perkara nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Penelitian ini menggunakan metode penelitian content analysis dengan
pendekatan yuridis normatif (normative legal research).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan
objek gugatan yang masih melekat padanya status agunan berdasarkan pada fakta
yang ada dalam persidangan. Dalam hal ini majelis hakim berpegang pada kaidah

ushul figh yakni s ol e | 314 40t L5 20)). Dengan pertimbangan bahwa,

dalam gugatan disebutkan secara jelas dan lengkap harta benda yang termasuk harta
bersama serta kewajiban-kewajiban (utang bersama) yang masih menjadi
kewajiban para pihak kepada pihak ketiga dengan jaminan harta benda tersebut.
Dalam hal ini majelis hakim menggunakan penafsiran dengan metode teleologis
(sosiologis). Majelis Hakim juga melakukan tindakan menerabas aturan-aturan
dalam hukum positif (breaking the rules) atau yang sering disebut dengan contra
legem. Pintu masuk yang dapat digunakan hakim dalam hal ini adalah Pasal 5
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga
penjelasan pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa agar putusan yang dijatuhkan
hakim sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta dalam
rangka mencapai keadilan substansial. Sehingga majelis hakim mengesampingkan
aturan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 yang dinilai tidak relevan dengan kasus
dalam putusan ini. Sehingga putusan ini memberikan dampak hukum signifikan
tidak hanya dalam konteks pembagian harta bersama, tetapi juga dalam menjaga
keseimbangan antara kepentingan para pihak dan hak kreditur yang dilindungi
hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum).



ABSTRACT

Siti Maesuroh MHS, Implementation of Sema No. 3 of 2018 on the Distribution of
Joint Assets as Collateral in the Religious Court Decision Number
956/Pdt.G/2019/Pa.Sel

This study is motivated by the issuance of SEMA Number 3 of 2018, which
stipulates that assets that are currently held as debt collateral or assets that are not
fully owned should not be determined as objects of dispute in the distribution of
joint assets. This contrasts with the decision of the judge in the Selong Religious
Court with register number 956/Pdt.G/2019/PA.Sel. In this case, the panel of judges
decided that the disputed object, which was still a collateral, was granted.

The objectives of this research are: (1) To analyze the legal basis,
considerations, and legal interpretation of the panel of judges in resolving the
disputes over joint property used as collateral status in case number
956/Pdt.G/2019/PA.Sel; (2) To analyze the implementation of SEMA No. 3 0f 2018
on the distribution of joint assets with collateral status in case number
956/Pdt.G/2019/PA.Sel; and (3) To analyze the legal impact of the judge’s decision
on the division of joint property used as collateral in case number
956/Pdt.G/2019/PA.Sel.

This research uses content analysis method with a normative juridical
approach (normative legal research).

The results of this study indicate that the panel of judges granted the object
of the lawsuit, which was still under collateral status, based on the facts presented
during the trial. In this context, the judges adhered to the principles of ushul figh,
namely 3 »=ald das ) 8V dhai daa 43l (evidence is a transmittable proof, and
admission is a conclusive proof). The judges considered that the lawsuit clearly and
comprehensively mentioned the assets included as joint property, as well as the
obligations (joint debts) that remain the responsibility of the parties to third parties
with the collateral of the said assets. The panel of judges applied a teleological
(sociological) method of interpretation. Additionally, the judges took the step of
breaking the rules within positive law, often referred to as contra legem. The legal
basis for the judges in this case is Article 5 of Law Number 48 of 2009 concerning
Judicial Power, along with its explanatory notes, which state that the judges'
decisions should align with the values of truth and the sense of justice within society
to achieve substantive justice. Consequently, the panel of judges set aside the
provisions in Supreme Court Circular No. 3 of 2018, which were deemed irrelevant
to the case at hand. Therefore, this ruling has significant legal implications, not only
in the context of the division of joint property but also in maintaining a balance
between the interests of the parties involved and the rights of creditors protected by
law (justice, utility, and legal certainty).
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